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Hanva Dua Hari, 1.676 DIM
RKUHAP Tuntas Dibahas

Kalangan masyarakal sipil dan akademisi menghrifisi pembabasan RKUHAP vang
tergesa gesa. Banvak hal untuk perbaikan proses hukum tidak diadopsi di dalamnya.

JAKARTA, KOMPAS — Hunwva da
Tam dlua b, Panitia Kerja Ko-
misi 111 DPR dan pemerintah
merampungkan  pembahasan
1676 poin dalam daftar inven-
Larisasi masilab Hancangan Ki
tab  Undang-undang  Hukum
Avara Fidana atau BRUHAR
Meskipun dinikai terburu-bumn,
DPH menpgklaim  pembahasan
REUHAP ini sudah memenuhi
partisipasi publik.

Pembahasan  daftar  imwven-
larisasi masalah (M)
RELTHAP dilakuban dalam ra
et kerja Panitia Kerja (Panja)
RKUHAP Komisi 111 DPR de
ngin Panga Pemenintah di
Kompleks  Parlemen, Jakarta,
Habu- Karmis (90007720250 D
lamy dua hari tersebut, pem
hahsasan dimulai pada siang hari
dan rampung sebelum matahari
terhenam. Selanjulnya, selelah
DIM terscbut rampung diba

has, Lim o perumus dan bim
sinlaonisasi diminta untuk be
ke Jembur hinggas  akhir
pekan

Hiasil kerjan clard kedua tim in
dibarapkan Ketun Komisi 111
PH'H Hahiburokhman sudah di-
laporkan kepada panja dalam
rapat Senin (147 Jika panju
sctuju, hasilova discrahkan ke
paks Komisi 111 DPH dan se-
lanjutnva dibahas untule peng
armhilan keputusan tingkat |

“Kita lihat manti Senin (opa
kath suidiah bisa langsung lingkal
| atau tidak),” kata |‘|u|'l1hi Par
L Gerinelra it sebelwmy e
nutup rapat, kemarin'sore

Menyikapi kilatnya pemba-
hasan DIM “RKUHAP, Pelak
sana Tuggas Iirekliur Eksekuif
IndoncsiaCriminal Justice Be-
form (ICIR) Maiding Hahima-
wati menilai pembahasan’ g
ngal terhur-buro, Bahkan, dia
menganeati tidak semua ang®
gola DK vang mengikuti mapatl
bisa menyampaikan pendapat

‘Ini (pembabasan DIM) ee-
pet hanget. Bahkan, anggo
Lit-arnp el g Bk s penb-
mva hisa berpendapat. Kalin
pembahuasanng seper inl, Ki-
mi jadi Dertanya, il draf
(RELTHAFY Tt siapa?  Hual
wargt atau clite™ wjarnya

Selain itu, DM yang dibahas
Juga tidak memasukkan selurih

st vang menpadi perhitian
Koalisi Mosyarakat Sipil untuk
Pembaruan Kitah ' ndang-un-
dang Hukum Acara Pidana
Maiding mencantuhkin isu
vang herleitan dt‘l'll-:.'ﬂ]] checks
ol baliinees proses penegakan
udoum, di antaranyn pengawas
an oleh hakim, svaral dan me-
kanisme upava paksa berprin
sip hak asasi manosia (HAM),
sistemn hukum  pembuktian.
hingn asas peradilan tedika

untuk umum

"Pembabisan yang diseps-
feati pemerintab dan DFR hargya
yang dikementan pemetintdh
Pacahal, masadahnya DIM i
Lak merespons selurub-eogeers
kealist: ™ kata Maidina

Pengajars Fakultas  Hukum
Universitas Trisakei,  Ahdul
Fickar [laljar, jugs  menilai
pembahasan DIN RELHAT itu
terhuru-hur, Padahal di mes
lihat ada-sejumlah isu dalam
penedikan hikum yang seha-
rusnyabisa diskomedasi dalam
prembutan paviing hukim un-
tuk acara pidana tersebut

Sejumbib g vang disarot
Fickar dalam BEUHAT i mu
lab elar pengawisan techadap
peneiih hikum hingga stan
cardisisi upava paksa Tahkan
dia menilan tak semua masalah
terakomodass. lerutama terkait
penegakan HAM yang penuh

"Ya, (pembahasin DIV dua
hari itu ambisius dan terbu
ti-bir. Tidak semua masalah
terkomodasi sehingga ini ma
sih lerus menjac agendis per-
juangan HAM,” ujarmva,

Partisipasi bermakna

Dl konferensi s senisai
rapat, Habiburokhman mena
pearkan hasil rapat vang her-
langsung dalam dua hari ter
akhir Trart botal LO76 poin vang

dibahas, 131 pein berupa sub
slansi baru, 68 perubahan, dan
91 dibapus

L mengklaim DIM yang di-
bahas ini juga sudah memenuhi
partisipasebirmak na (meaning-
firl parfictpationk, artinys me-
Tt ke dian menyerap masuk-
dredari masvarakat, Hal itu di
tunjubkannyas denpan Lelab di-
undangaya 53 pihak  untuk
memberikin - masukan  dan
tanggapan terhadap RKUHAR

Menurut  Hahiburokhnan,
porsi pembahasan terkait ke
adilan restoratil juga cukup be-
sir dalam rapat dua bariing. Hal
ini B war penvelesaian
Iukum menokankan  kepada
Kepentingan korbar,

T pun |m-||\p;-|'1:u|_\-‘.||n:n| pi
hak-pihak vang menils pem
bahasan REUHAP tidak me
menuhi aspirasi publik. Pihak
dan lembaga vang menentang

Justru chipertanyakan kebwrpi-
hakan mercla,

“Tri karni sangat terbuka, gi-
fur loh, Jodi silakan masyarakat
v menilad, kami yang omang
kosong  otou mercka  yang
omong  kessig Kamio juga
menghritisi + lembaga-lembaga
vang mengklaim mereka ma-
syarakat sipil. Kami juga bagian
dan wakil dari masyarakal i
pil.” tambahnya

Wakil Menteri Hukum Fa-

ward Omar Sharif Hiaricj vang
menjali perwikilan pemerin
tah jugn menyebut RKUHAP
telah menyverap aspiasi ma
svarakat, Din berujor, diskusi
publik juga dilakukan dengan
bralisi masvarakat sipil dan pa
ra ahlic Selain i, sda perte
muan virtual hersama pergy
fuan lings seluruh Indonesia
pada 28 Mei 2025,

Memperkuat advokat

Exlward menyehut RKUHAP
jugn untuk memperkuat tungsi
advokiat dalam memenuhi per-
lindungan  terhadap  individu
atau pibak viny berhidapan de
ngan hukum, “Jadi, kewenang
an vang ada pada penvidik dan
penuntut umum  itu diseim
hangkan dengan memperkual
fungsi advokat,” ujarnva,

Hahiburokhman juga mene-
kankan penguatan fungsi advo

kat im. Penguatan i
membantu para advokat publik
dan dari Termhag swadaya ma-
svarakat agar tidak  mudah
mendapatkan intimidasi dari
aparat pencgak hukam
"Harus segera (penyelesalan
REUHAP) karena KUHAF vang
Tarma, Kam, samyzat {idak adil ddan
harus scgern diganti dengan
KUHAR wang baru, Ini sangal
urgen,” kata Habibuwrokhman,
(RT3
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